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ABSTRAK

ANALISISPERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA MENGEKSPOR PASIR TIMAH
YANG DILARANG OLEH NEGARA
(Studi Putusan Nomor: 734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk)

Oleh
FERY IRAWAN

Pasir timah merupakan salah satu barang yang dilarang untuk diekspor sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, namudn
demikian pada kenyataannya masih tetap ada eksportir yang melanggar ketentuan.
Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:
734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk, dengan terdakwa yang bernama terdakwa Chandra
Kasim. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah
pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir timah
yang dilarang oleh negara dalam Putusan Nomor: 734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk? (2)
Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara dalam Putusan
Nomor: 734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk?

Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis
empiris. Jenis data menggunakan data sekunder dan data primer. Narasumber
penelitian terdiri dari Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan Dosen
Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data menggunakan
anaisis kualitatif.

Hasil pendlitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Pertanggungjawaban pidana
terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara
didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan kesenggaan dalam melakukan
perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk bertanggungjawab, tidak ada alasan
pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana mengekspor
pasir timah yang dilarang oleh negara. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada
terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan
denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar) rupiah subsider 4 (empat) bulan
sebagai bentuk pertanggungjawaban pidananya. (2) Dasar pertimbangan hukum
hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir
timah yang dilarang oleh negara dalam Putusan Nomor 734/Pid/Sus/2016/PN.Tjk
secara yuridis adalah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur
dalam Pasal 51 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan. Hal yang memberatkan yaitu terdakwa melanggar
larangan pemerintah terkait ekspor, dan ha yang meringankan yaitu terdakwa
mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan sopan dalam persidangan.



Fery Irawan

Saran dalam pendlitian ini adalah: (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku
tindak pidana agar mengedankan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan
terhadap pelaku, sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas upaya
menjatuhkan pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya membina pelaku
tindak pidana. (2) Masyarakat disarankan untuk membantu tugas-tugas aparat
penegak hukum, khususnya dalam hal memberikan informasi apabila terdapat hal-
hal yang berpotensi terjadinya tindak pidana mengekspor barang yang dilarang oleh
negara. Hal ini penting dilakukan sebagai masyarakat memiliki peran yang sangat
penting dalam membantu penegakan hukum pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Eskpor Pasir Timah, Dilarang Negara
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk
memaj ukan kesgjahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan

prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional sebagamana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut,
Perdagangan nasiona Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas
perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesgahteraan umum dan

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kegiatan Perdagangan merupakan penggerak utama pembangunan perekonomian
nasional yang memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi,
menciptakan lapangan pekerjaan meningkatkan Ekspor dan devisa, memeratakan
pendapatan, serta memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri demi kepentingan
nasional. Perdagangan nasional Indonesia sebagai penggerak utama perekonomian
tidak hanya terbatas pada aktivitas perekonomian yang berkaitan dengan transaksi
barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh Pelaku Usaha, baik di dalam negeri

maupun melampaui batas wilayah negara, tetapi aktivitas perekonomian yang harus



dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan nasional Indonesia yang
diselaraskan dengan konsepsi pengaturan di bidang Perdagangan sesuai dengan cita-
cita pembentukan negara Indonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan

Pancasiladan UUD 1945.

Pemerintah dalam rangka mengatur mengenai aktivitas perdagangan tersebut telah
memberlakukan regulasi khusus di bidang perdagangan, yaitu Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang diterbitkan dalam rangka mencapai
tujuan masyarakat adil dan makmur serta dalam menyikapi perkembangan situasi
perdagangan era globalisasi pada masa kini dan masa depan. Pengaturan dalam
Undang-Undang ini bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional serta

berdasarkan asas kepentingan nasional, kepastian hukum, adil dan sehat, keamanan
berusaha, akuntabel dan transparan, kemandirian, kemitraan, kemanfaatan,

kesederhanaan, kebersamaan, dan berwawasan lingkungan.

Salah satu aspek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang
Perdagangan adalah adanya larangan mengekspor barang yang dilarang untuk
diekspor, sebagaimana tertuang dalam Pasal 51 sebagai berikut:
(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagal Barang yang
dilarang untuk diekspor.
(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang
dilarang untuk diimpor.
(3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri

Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:  44/M-

DAG/PER/7/2014 tentang Barang Dilarang Ekspor salah satunya adalah pasir timah



(bijih timah dan seluruh konsentrat yang ada di dalamnya) merupakan salah satu

barang yang dilarang diekspor oleh negara.

Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang mengekspor pasir timah sebagai
barang yang dilarang diekspor terdapat di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur bahwa eksportir yang
mengekspor Barang yang ditetapkan sebagal Barang yang dilarang untuk diekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paing lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Pemberlakuan Undang-Undang Perdangan tersebut memuat pidana khusus yang
ketentuan-ketentuannya berada di luar ketentuan pidana umum yang menyangkut
sekelompok orang atau perbuatan-perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana
khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan,
ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengena dapat dituntutnya perbuatan.
Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan
ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Ggaa-gejala adanya pidana delik-delik khusus
menunjuk kapada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan
yang bertentangan dengan adanya unifikas dan ketentuan-ketentuan umum dari
hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungs sendiri, akan tetapi azas-azas

hukum pidana khususnya "tiada pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati. *

! Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta, Ghalia Indonesia. 2001.
him. 22.



Meskipun telah ada pengaturan secara jelas mengenai larangan mengekspor pasir
timah sebagai barang yang dilarang diekspor dalam peraturan undang-undangan
namun pada kenyataannya masih tetap ada eksportir yang melanggar ketentuan
tersebut. Contoh kasusnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor: 734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk, dengan terdakwa yang bernama terdakwa
Chandra Kasim. Terdakwa merupakan Pimpinan Perusahaan bernama PT Wika
Prima Sentosa yang bergerak di bidang usaha ekspor arang, modusnya adalah
dengan memasukkan pasir timah sebanyak 280 karung yang masing-masing berisi
50 Kg sehingga jumlahnya mencapai +14.000 Kg ke dalam satu kontainer ukuran 40
feet nomor TGHU7859309. Rencananya kontainer yang berdokumen arang namun

berisi campuran pasir timah tersebut akan diekspor ke Singapura.

Penuntut Umum dalam perkara in mendakwa pelaku dengan dua dakwaan alternatif
yaitu pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 103 huruf (a)
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan dan dakwaan kedua
yaitu Pasal 51 Ayat (1) jo. Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan. Tuntutan yang digjukan Penuntut Umum adalah agar
majelis hakim yang menangani pidana ini menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
sdlama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar

Rp.1.000.000.000 (satu miliar) rupiah subsider 6 (enam) bulan kurungan.

Pasal 103 huruf (a2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
mengatur bahwa sctiap orang yang menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau
dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan, diancam dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8



(delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
mengatur bahwa eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai
Barang yang dilarang untuk diekspor, sedangkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur bahwa eksportir yang
mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paing lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Selanjutnya Mg elis hakim yang menangani perkaraini menjatuhkan pidana penjara
terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 8 (depalapan) bulan penjara dan denda
sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar) rupiah subsider 4 (empat) bulan kurungan
karena terbukt secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengekspor
barang yang dilarang diekspor sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) jo. Pasd

112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana merupakan proses penegakan
hukum. Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana,
apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan,
keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai
aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagal suatu proses kegiatan yang meliputi

berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah



merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagal suatu sistem

peradilan pidana.

Setiap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana mengekspor pasir timah yang
dilarang oleh negara harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan
hukum, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setiap warga negara wajib
menjunjung hukum, namun demikian dalam kenyataan sehari-hari adanya warga
negara yang lalai/sengga tidak melaksanakan kewgjibannya sehingga merugikan
masyarakat. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya sesual dengan aturan hukum.

Penjatuhan pidana terhadap terdakwa tersebut pada dasarnya merupakan bentuk
pertanggungjawaban pidana bagi terdakwa, sebaga upaya untuk menjamin
kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan
globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbaga dimens kehidupan hukum
selalu menjaga kesel arasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang
didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Pertanggungjawaban
pidana sebagai suatu mekanisme bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana
atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang

tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melaksanakan penelitian dalam
rangka penyusunan Skripsi dengan judul: “Analisis Pertanggungjawaban Pidana
terhadap Pelaku Tindak Pidana Mengekspor Pasir Timah yang Dilarang oleh

Negara” (Studi Putusan Nomor: 734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk).

2 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, him. 23.



B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam

penelitian ini adalah sebagal berikut:

a. Bagamanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara dalam Putusan Nomor:
734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk?

b. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara dalam Putusan
Nomor: 734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk?

2. Ruang Lingkup Pendlitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada
kajian pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir
timah yang dilarang oleh negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang
Nomor: 734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk. Ruang lingkup Lokas Penelitian adalah

Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pendlitian
Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:



a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana
mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara dalam Putusan Pengadilan
Negeri Tanjung Karang Nomor 21/PID/TPK/2012. PN.TK.

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara
pada  Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun

secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah
kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh
negara dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap
pelaku tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara.

b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan
dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak
pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara pada masa-masa yang
akan datang, sehingga penanggulangan tindak pidana mengekspor pasir timah

yang dilarang oleh negara dapat dilaksanakan secaralebih optimal.



D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. KerangkaTeori
Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagal kerangka acuan
atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam
pendlitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagal berikut:
a. Teori Pertanggungjawaban Pidana
Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, maka suatu perbuatan harus
mengandung kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu
kesenggjaan (opzet) dan kelalaian (culpa).

1. Kesengajaan (opzet)
Kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu sebagai berikut:
a. Kesenggaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesenggjaan yang bersifat tujuan, s pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak
ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana,
s pelaku pantas dikenakan hukuman pidana.
b. Kesengaaan secara keinsyafan kepastian
Kesenggjaan ini ada apabila s pelaku, dengan perbuatannya tidak
bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi
iatahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.
c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesenggjaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu
kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya
dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.
2. Keldaan (culpa)
Kelalaian (culpa) terletak antara sengaja dan kebetulan, bagaimanapun
juga culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena
itu delik culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga
diadakan pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam,
yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak
menimbulkan akibat, tapi yang diancam dengan pidana ialah perbuatan
ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan antara keduanya sangat mudah
dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan akibat dengan terjadinya
akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang tidak perlu
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menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam dengan
pidana.®
Berdasarkan ha tersebut maka pertanggungjawaban pidana atau kesalahan
menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat, yaitu:
a. Kemampuan bertanggung jawab atau dapat dipertanggungjawabkan dari
S pembuat.
b. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu suatu sikap psikis s pelaku
yang berhubungan dengan kelakuannya yang disengaja dan sikap kurang
hati-hati atau lalai

c. Tidak ada alasan pembenar atau aasan pemaaf dapat yang
menghapuskan pertanggungjawaban pidanabagi si pembuat*

b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Menurut Sudarto, dalam proses pemberian pidana atau proses pemidanaan
peranan hakim penting sekali. la mengkonkretkan sanksi pidana yang terdapat
dalam suatu peraturan dengan penjatuhan pidana untuk orang tertentu dalam
kasus tertentu. Di dalam hukum acara pidana dulu yaitu Pasal 292 HIR (Het
Herziene Inlandsch Reglement), terdapat dua pertimbangan oleh hakim sebelum
ia menjatuhkan putusannya. Struktur pengambilan keputusan adal ah:

1) Pertimbangan tentang fakta-fakta (apakah terdakwa benar-benar melakukan

perbuatan yang didakwakan kepadanya);
2) Pertimbangan tentang hukumnya, apakah perbuatan terdakwa merupakan

tindak pidana dan terdakwa bersalah, sehingga dapat dijatuhi pidana’

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian

kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian

% Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Bina
Aksara, 1993, him. 46.

*1bid, him. 51.

® Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni,Bandung, 1986. him. 43.
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proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan

demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu

saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya,

antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling

berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Menurut Mackenzie ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat

dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu

sebagai berikut:

a

Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang
tersangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya
keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kepentingan terdakwa.
Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan hakim.
Sebagal diskresi, daam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan
keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan
melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
Pendekatan seni dipergunakan hakim dalam penjatuhan putusan, lebih
ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan hakim

Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana
harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam
kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin
konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan
semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh
semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi
dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam
menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan ha yang dapat membantunya
dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan
pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana
dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang
berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang
mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang
disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang
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relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum
dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada
motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan
bagi para pihak yang berperkara.
f.  Teori kebijaksanaan

Teori ini diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti, di mana sebenarnya teori ini
berkenaan dengan putusan hakim dalam perkara di pengadilan anak. Aspek
ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut
bertanggungjawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi
anak, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga,
masyarakat dan bagi bangsanya.®

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagal fokus pengamatan dalam

melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Analisis pokok-

pokok bahasan dalam penelitian ini dan memberikan batasan pengertian yang
berhubungan dengan yaitu sebagal berikut:

a Andiss adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan
prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil anadlisis dapat diterima
sebagai suatu kebenaran atau penyel esaian masalah’

b. Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme
untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung
jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat
dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu
memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. &

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku

® Ahmad Rifai, Op. Cit. him.105-106.
" Lexy J.Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.him. 54
8 Moeljatno, Op. Cit, him. 49.
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tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan
terjaminnya kepentingan umum®

d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,
larangan mana yang disertai ancaman (sanks) yang berupa pidana tertentu bagi
sigpa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran
norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengagja atau tidak
sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku™®

e. Ekspor menurut Pasal 1 Angka (16) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014
tentang Perdagangan adal ah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean

f. Pasir Timah menurut Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M -
DAG/PER/7/2014 tentang Barang Dilarang Ekspor adalah bijih timah dan
seluruh konsentrat yang ada di dalamnya

g. Barang yang dilarang diekspor menurut Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Barang Dilarang Ekspor

adalah seluruh barang yang dilarang diekspor oleh negara.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk untuk memudahkan pemahaman terhadap
isinya. Secaraterperinci sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:
I PENDAHULUAN
Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar
Belakang, Permasaahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptua serta Sistematika Penulisan.

® Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat
Pelayanan K eadilan dan Pengabdian Hukum. 1998, him. 25.
% Ibid, him. 53.
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TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kaian yang
berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi
atau bahan pustaka terdiri dari pengertian pertanggungjawaban pidana, dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana, penegakan hukum serta
pengertian tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara.
METODE PENELITIAN

Beriss metode yang digunakan dalam pendlitian, terdiri dari Pendekatan
Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan
Pengolahan Data serta Analisis Data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penygjian dan pembahasan data yang telah didapat
penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban
pidana terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang
oleh negara dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor:
734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang
oleh negara pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor
734/Pid/Sus/2016.PN.Tjk.

PENUTUP

Beris kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan
pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.



1. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), yang
didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang
didasarkan pada nilai keadilan harus disgjgjarkan berpasangan dengan asas legalitas
yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun Konsep berprinsip bahwa
pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak
menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (vicarious liability)
dan pertanggungjawaban yang ketat (strict liability). Masalah kesesatan (error) baik
kesesatan mengenai keadaannya (error facti) maupun kesesatan mengenal
hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga

pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannyaitu patut dipersalahkan kepadanya™

Pertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) adalah suatu mekanisme untuk
menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas
suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya si pelaku,
disyaratkan bahwatindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang

telah ditentukan dalam undang-undang.

1 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,
Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, him. 23.
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Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setigp orang Yyang
melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam
undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan
sesuai dengan kesalahannya. Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan
pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabilaia
mempunyai  kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu
melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan pandangan normatif

mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut™

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk
untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum
demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak
pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi

orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus
digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan
spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi
perbuatan yang tidak dikehendaki. Selain itu penggunaan sarana hukum pidana
dengan sanksi yang negatif harus memperhatikan biaya dan kemampuan daya kerja
dari insitus terkait, sehingga jangan sampai ada kelampauan beban tugas

(overbelasting) dalam melaksanakannya®®

2 Moeljatno, Op.Cit. him. 41.
B Ibid, him. 23.
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Perbuatan agar dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, harus mengandung
kesalahan. Kesalahan tersebut terdiri dari dua jenis yaitu kesenggjaan (opzet) dan
kelalaian (culpa).

1. Kesenggjaan (opzet)

Sesuai teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan terdiri dari tiga macam, yaitu

sebagal berikut:

a. Kesenggjaan yang bersifat tujuan
Bahwa dengan kesenggjaan yang bersifat tujuan, s pelaku dapat
dipertanggungjawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai.
Apabila kesenggjaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku
pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang
bersifat tujuan ini, berarti s pelaku benar-benar menghendaki mencapai
suatu akibat yang menjadi pokok aasan diadakannya ancaman hukuman ini.

b. Kesengaaan secara keinsyafan kepastian
Kesenggjaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan
untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar
bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan
Kesenggjaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian
akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu
kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai keal paan karena
merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai
pertanggungjawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya™

2. Keaaian (culpa)
Keldaan (culpa) terletak antara senggja dan kebetulan, bagaimanapun juga
culpa dipandang lebih ringan dibanding dengan sengaja, oleh karena itu delik
culpa, culpa itu merupakan delik semu (quasideliet) sehingga diadakan
pengurangan pidana. Delik culpa mengandung dua macam, yaitu delik kelalaian
yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tapi yang
diancam dengan pidanaialah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri, perbedaan
antara keduanya sangat mudah dipahami yaitu kelalaian yang menimbulkan
akibat dengan terjadinya akibat itu maka diciptalah delik kelalaian, bagi yang
tidak perlu menimbulkan akibat dengan kelalaian itu sendiri sudah diancam
dengan pidana. *°

Syarat-syarat elemen yang harus ada dalam delik keal paan yaitu:

1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum,
adapun hal ini menunjuk kepada terdakwa berpikir bahwa akibat tidak akan
terjadi karena perbuatannya, padahal pandangan itu kemudian tidak benar.
Kekeliruan terletak pada salah piker/pandang yang seharusnya disingkirkan.

% |bid, him. 46.
% |bid, him. 48.
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Terdakwa sama sekali tidak punya pikiran bahwa akibat yang dilarang mungkin
timbul karena perbuatannya. Kekeliruan terletak pada tidak mempunyai pikiran
sama sekali bahwa akibat mungkin akan timbul hal mana sikap berbahaya
2) Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan oleh hukum,
mengenai hal ini menunjuk pada tidak mengadakan penelitian kebijaksanaan,
kemahiran/usaha pencegah yang ternyata dalam keadaan yang tertentu/dalam
caranya melakukan perbuatan.
Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila
tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan
sfat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut
kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung
jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika
tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab
itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

telah diancamkan, ini tergantung dari soa apakah dalam melakukan perbuatan ini

diamempunyai kesalahan

Kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan, maka untuk
membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus dibuktikan lagi. Mengingat ha ini
sukar untuk dibuktikan dan memerlukan waktu yang cukup lama, maka unsur
kemampuan bertanggung jawab dianggap diam-diam selalu ada karena pada
umumnya setigp orang normal bathinnya dan mampu bertanggung jawab, kecual
kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak
norma. Dalam ha ini, hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap
keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak diminta oleh pihak terdakwa. Jika hasiinya

masih meragukan hakim, itu berarti bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak

18 bid, him. 49.
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berhenti, sehingga kesalahan tidak ada dan pidana tidak dapat dijatuhkan

berdasarkan asas tidak dipidanajikatidak ada kesalahan. *’

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 Ayat 1 KUHP
yang mengatur: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau
terganggu karena cacat, tidak dipidana”. Menurut Moeljatno, bila tidak
dipertanggungjawabkan itu disebabkan hal lain, misalnya jiwanya tidak normal
dikarenakan dia masih muda, maka Pasal tersebut tidak dapat dikenakan.apabila
hakim akan menjalankan Pasal 44 KUHP, maka sebelumnya harus memperhatikan

apakah telah dipenuhi dua syarat yaitu syarat psikiatris dan syarat psikologis.

Penjelasan mengenai kedua syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Syarat psikiatris yaitu pada terdakwa harus ada kurang sempurna akalnya atau
sakit berubah akal, yaitu keadaan kegilaan (idiote), yang mungkin ada sgak
kelahiran atau karena suatu penyakit jiwa dan keadaan ini harus terus menerus.

b) Syarat psikologisiaah gangguan jiwaitu harus pada waktu si pelaku melakukan
perbuatan pidana, oleh sebab itu suatu gangguan jiwa yang timbul sesudah

peristiwa tersebut, dengan sendirinya tidak dapat menjadi sebab terdakwa tidak
dapat dikenai hukuman®®

Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk,
adalah merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat membedakan
perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Kemampuan untuk menentukan
kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tersebut adalah
merupakan faktor perasaan (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan tingkah

lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

7 Ibid, him. 49.
18 |bid, him. 51.
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Sebagai konsekuensi dari dua ha tersebut maka orang yang tidak mampu
menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan, dia
tidak mempunya kesalahan kalau melakukan tindak pidana, orang demikian itu

tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa pertanggungjawaban
pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau
melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang
tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.
Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan
tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai
kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat
menunjukan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang

tersebut.

Ha yang mendasari pertangungjawaban tindak pidana adalah pemahaman bahwa
setiap manusia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa dengan aka budi dan nurani
yang memberikan kepadanya kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang
buruk yang akan membimbing dan mengarahkan sikap dan perilaku dalam
menjalani kehidupannya. Dengan akal budi dan nuraninya itu, maka manusia
memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perilaku atau perbuatannya. Selain
untuk mengimbangi kebebasan, manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung

jawab atas semua tindakan yang dilakukannya.
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A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Seorang hakim dalam ha menjatunkan pidana kepada terdakwa tidak boleh
menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua aat
bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183
KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (@). Keterangan Saksi; (b).
Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang

secara umum sudah diketahui sehinggatidak perlu dibuktikan (Pasal 184)

Pasal 185 Ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan seorang saksi sgjatidak
cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya, sedangkan dalam Pasal 185Avyat (3) dikatakan ketentuan
tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (unus
testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagal saksi, sehingga apabila
terdapat alat bukti yang lain sebagamana dimaksud dalam Pasa 185Ayat (3)

KUHAP, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana. °

Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan,
mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana
Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang. Kesalahan
di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya pelaku tindak
pidana tersebut. Kesenggjaan dan niat pelaku tindak pidana harus ditentukan
secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan adanya kesengajaan
dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang harus memegang
ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.

19 s4tjipto Rahardjo. Op. Cit, him. 11.
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(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut mempunyal
motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Caramelakukan tindak pidana
Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih
dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terapat unsur niat di
dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana
Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa
penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku juga
memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan melakukan
perdamaian secara kekel uargaan.

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi
Riwayat hidup dan keadaan sosia ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat
mempengaruhi putusan hakim yaitu dan memperingan hukuman bagi pelaku,
misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal dari
keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan sedang-
sedang sgja (kalangan kelas bawah).

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan tidak
berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka ha yang di atas
juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan pidana
bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau bertanggung
jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus terang dan
berkata jujur. Karena akan mempermudah jalannya persidangan.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku tindak
pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya
tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku, memasyarakatkan pelaku
dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang lebih baik
dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku
Daam suatu tindak pidana masyarakat menila bahwa tindakaan pelaku adalah
suatu perbuatan tercela, jadi wajar sgja kepada pelaku untuk dijatuhi hukuman,
agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelgaran untuk tidak
melakukan perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal
tersebut dinyatakan bahwa ketentuan ini adalah untuk menjamin tegaknya
kebenaran, keadilan dan kepastian hukum. %°

Aspek secara kontekstual yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam

mel aksanakan kekuasaan kehakiman adalah tiga esensi:

2 Barda Nawawi Arief, Op.Cit, him. 77.
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a. Hakim hanyatunduk pada hukum dan keadilan

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan
putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim

c. Tidak ada konsekuens terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan
fungs yudisianya®

B. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan
oleh aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dalam sistem peradilan pidana.
Penegakan hukum pidana menurut Badra Nawawi Arief dalam Heni Siswanto
adalah: (a) kesdluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan
keseimbangan hak dan kewgjiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat
manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara
adil dan merata, dengan aturan hukum dan peraturan hukum dan perundang-
undangan yang merupakan perwujudan Pancasilan dan UUD 1945; (b) keseluruhan
kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan
perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan

kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945%

Menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip Heni Siswanto, pada hakikatnya
kebijakan hukum pidana (penal policy), baik dalam penegakan in abstracto dan in
concreto, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan system (penegakan) hukum

nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijkaan pembangunan

2 Ahmad Rifai. Op. Cit, him. 103.
2 Heni Siswanto, Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan
Perdagangan Orang. Semarang, Penerbit Pusataka Magister, 2013, him.1
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nasional (national development).? Ini berarti bahwa penegakan hukum pidana in
abstracto (pembuatan/perubahan UU; law making/law reform) dalam penegakan
hukum pidana in concreto (law enforcement) seharusnya bertujuan menunjang
tercapainya tujuan, visi dan misi pembangunan nasional (bangnas) dan menunjang

terwujudnya sistem (penegakan) hukum nasional .%*

Walaupun hukum pidana positif di Indonesia saat ini bersumber/berinduk pada
KUHP buatan Belanda (WvS), tetapi dalam penegakan hukum harusnya berbeda
dengan penegakan hukum pidana seperti zaman Belanda. Ha ini wagar karena
kondis lingkungan atau kerangka hukum nasiona (national legal framework)
sebagai tempat dioperasionalisasikannya WvS (tempat dijalankannya mobil) sudah
berubah. Menjalankan mobil (WvS) di Belanda atau di jaman Penjgjahan Belanda
tentunya berbeda dengan di zaman Republik Indonesia. Ini berarti penegakan hukum
pidana positif saat ini (terlebih KUHP warisan Belanda) tentunya harus
memperhatikan juga rambu-rambu umum proses peradilan (penegakan hukum dan
keadilan) dalam system hukum nasional. Dengan kata lain, penegakan hukum
pidana positif harus berada dalam konteks ke-Indonesia-an (dalam konteks sistem
hukum nasional/national legal framework) dan bahkan dalam konteks bangnas dan

bangkumnas. Inilah baru dapat dikatakan penegakan hukum pidanadi Indonesia.

Penegakan hukum menurut Joseph Goldstein dalam Mardjono Reksodiputro,
diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:
1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang

menuntut agar semua nila yang ada dibelakang norma hukum tersebut
ditegakkan tanpa terkecuali

2 |bid, him.85-86
2 1bid, him.86
% |bid, him.86
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2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang
menyadari bahwa konsep tota perlu dibatasi dengan hukum acara dan
sebagainya demi perlindungan kepentingan individual

3. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul
setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-
keterbatasan, bailk yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas SDM,
kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.?

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan

hukum pada era modernisasi dan globalisas saat ini dapat terlaksana, apabila

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan
keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam
masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak
termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk

melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana®’

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaan penegakan hukum pidana
melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungs sendiri-sendiri.
Badan-badan tersebut yaitu Kepolisian, Kegaksaan, Pengadilan dan lembaga
pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematik ini tindakan badan yang satu akan
berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing

menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model
kemudi (stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang
melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan

perkaranya ke Kegaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan

% Mardjono Reksodiputro. Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan

Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi, Jakarta, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum,
1994, him.76.

% Ibid.him.77.
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hukum. Demikian pula keputusan Kegjaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut
seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka
penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu
prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus

sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. 2

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang
menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil,
hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian
kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial.
Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian
hukum sgja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi
apa yang dikatakan sebagai precise justice, maka ukuran-ukuran yang bersifat
materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum

benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum. %°

Pengertian di atas mengandung makna bahwa sistem peradilan pidana melibatkan
penegakan hukum pidana, balk hukum pidana substantif, hukum pidana formil
maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif
maupun kuratif. Dengan demikian akan nampak keterkaitan dan saling
ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga Kepolisian,

Kgaksaan, Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Pandangan penyelenggaran tata hukum pidana demikian itu disebut model kemudi

(stuur model). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar

% gudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung, Alumni, 1986, him.7.
% Romli Atmasasmita. Op.Cit. him. 2
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peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya
ke Kgaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum.
Demikian pula keputusan Kegaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang
di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian-bagian dari kegiatan dalam rangka
penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut crime control suatu
prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus

sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. *°

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin
penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku
kgahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk
mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar
pandangannya tentang peristiwva yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum
dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang

di muka Pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Satu igtilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, yaitu due
process of law yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses
hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan
layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara
pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari due
process of law ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-

undangan secara formil.**

% sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung. Alumni .1986. him. 7
¥ Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana. Semarang. Badan Penerbit
UNDIP. 1997. him. 62.
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Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak tersebut ialah
sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana
sesual dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum
yang menghormati hak-hak warga masyarakat. Kebangkitan hukum nasional
mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam sebuah mekanisme sistem
peradilan pidana. Perlindungan hak-hak tersebut, diharapkan sgjak awal sudah dapat
diberikan dan ditegakkan. Selain itu diharapkan pula penegakan hukum berdasarkan
undang-undang tersebut memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan
bertanggung jawab. Semua itu terwujud apabila orientas penegakan hukum
dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur sebagal

suatu kesatuan dan saling interrelasi dan mempengaruhi satu samalain.

C. Tindak Pidana Mengekspor Barang yang Dilarang untuk Dieskpor

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang
melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan
pidana apabila ia mempunya kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila
pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dil akukan®

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang

memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan

¥ Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia Jakarta.
2001. him. 19



29

pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.*®

Tingkah laku yang jahat immora dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa
kgengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan
masyarakat umum. Mengingat kondis tersebut maka setiap warga masyarakat
kesedluruhan secara keseluruhan, bersama-sama dengan lembaga-lembaga resmi
yang berwenang seperti  Kepolisian, Keaksaan, Pengadilan, lembaga
pemasyarakatan dan lain-lain wajib menanggulangi setiap tindak pidana. Tindak
pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan
suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan.
Secara yuridis formal, tindak keahatan merupakan bentuk tingkah laku yang
melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang harus dihindari dan arang sigpa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang
melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan
pidana apabila ia mempunya kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila
pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukan

pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan®

Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa tindak pidana

adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur

% p.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Adityta Bakti.Bandung.
1996. him. 16.

% Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Ghalia Indonesia, Jakarta
2001. him. 22
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kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana
penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Moeljatno yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah perbuatan yang
dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana diserta ancaman (sanksi) yang
berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terkait
dengan masalah pengertian tindak pidana, lebih lanjut Moeljatho mengemukakan
bahwa terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

a. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan
diancam pidana

b. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidana ditujukan
kepada orang yang menimbulkan kejadian itul.

c. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena
antara kejadian dan orang yang menimbulkan kegjadian itu ada hubungan erat
pula. ”Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang, dan
orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kegjadian yang ditimbulkan
olehnya”. *

Pengertian tindak pidana oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk
menterjemahkan strafbaarfeit, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau
tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. *°
Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai
strafbaarfeit yaitu suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak
di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagal perilaku yang harus

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat

memaksa yang terdapat di dalamnya. >’

% Moeljatno, Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1985. him. 34
% Ridwan A. Halim, Hukum Pidana dan Tanya Jawab. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982him. 31.
3" Lamintang, Dasar - dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung, 1984. him. 172
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Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar
dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya
untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah
hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak
pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian
pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-
dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan.
Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang
mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda ”’straf”” yang dapat

diartikan sebagai "hukuman”. *

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan ’’strafbaarfeit” untuk
mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan
strafbaarfeit, sehingga timbulah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa
yang sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaarfeit tersebut, seperti yang

dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Pendapat yang dikemukakan Hamel tentang Strafbaarfeit adalah kelakuan orang
(menselijke gedraging) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum,
yang patut dipidana (strafwaardig) dan dilakukan dengan kesalahan. *° Sedangkan

pendapat Pompe mengenai Strafbaarfeit adalah sebagal berikut: Srafbaarfeit itu

% Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. 1987. him. 37.
¥ 1bid., him. 38.
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dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja

dilakukan oleh pelaku. ©°

Menurut Sudarto bahwa untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat
tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak
pidana. Seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan
memenuhi unsur-unsur tindak pidana (strafbaarfeit). Hal ini sesuai dengan
pengertian tindak pidana, yaitu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu,

yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. **

Unsur-unsur (strafbaarfeit) atau unsur-unsur tindak pidana menurut Simons ialah:

a. Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak berbuat atau
membiarkan);

Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld );

Melawan hukum (onrechtmatig);

Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand);

Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvatbaar persoon). 4

oPoo o

Sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas, Simons kemudian
membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari strafbaarfeit. Bahwa
yang dimaksud unsur obyektif adalah perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari
perbuatan itu dan keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu. Sedangkan yang
dimaksud unsur subyektif adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan adanya

kesalahan (dolus atau cul pa).

Menurut Van Hamel bahwa unsur-unsur tindak pidana melipuiti:

a. Adanya perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;

“0'|amintang, Op.Cit . 1984. him. 174.
*!bid., him. 36.
*21bid., him. 32.
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b. Bersifat melawan hukum;
c. Dilakukan dengan kesalahan, dan

d. Patut di pidana. *®

Upaya untuk memungkinkan pemindahan secara wajar maka tidak cukup apabila
seseorang itu telah melakukan perbuatan pidana belaka, di samping itu pada
seseorang tersebut harus ada kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab. Jadi
unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenakan pemidanaan adalah
harus dipenuhinya unsur-unsur dalam perbuatan pidana (criminal act) dan unsur-
unsur dalam pertanggungjawaban pidana (criminal responbility). Unsur-unsur
perbuatan pidana yaitu:

1) Perbuatan manusia;

2) Yang memenuhi rumusan undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan

3) Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).*

Menurut Sudarto: “Syarat pemidanaan meliputi syarat-syarat yang melekat pada

perbuatan dan melekat pada orang, yaitu:

1) Syarat melekat pada perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang dan
bersifat melawan hukum (tidak ada al asan pembenar)

2) Syarat melekat pada orang yaitu mampu bertanggung jawab dan dolus atau

culpa (tidak ada alasan pemaaf)”. *°

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat

dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan

“1bid., him. 33.
“41bid., him. 34-35.
5 1bid., him. 35-36.
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obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur “subyektif” adalah unsur-unsur yang

melekat pada diri s pelaku atau yang berhubungan dengan diri s pelaku dan

termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur ”obyektif” itu adalah unsur-unsur yang ada

hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan

dari si pelaku itu harus dilakukan.*

Jenis-jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

a)

b)

d)

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara
lain kgjahatan yang dimuat dalam Buku Il dan Pelanggaran yang dimuat
dalam Buku Ill. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan
“pelanggaran® itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita
menjadi Buku ke Il dan Buku ke 111 melainkan juga merupakan dasar bagi
seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara
keseluruhan.

Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil
(formeel Délicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak
pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang
dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362
KUHP vyaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya
adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang
menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan
dipidana

Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana
sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten).
Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang diatur di dalam KUHP antara
lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja
menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan
sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat
dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan
matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan
Pasal 360 KUHP.

Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif
juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya
diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misanya
Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasa 378 KUHP). Tindak
Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak

“6 Lamintang, Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia. Sinar Baru, Bandung. 1984. him. 183.
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pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak
pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif,
misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.Tindak Pidana tidak
murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif,
tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang
mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya
diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak
tersebut meninggal *’

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri

dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil

dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja

sertatindak pidana aktif dan pasif.

Pengaturan tindak pidana mengekspor barang yang dilarang untuk diekspor terdapat
di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
sebagai berikut:
(1) Eksportir dilarang mengekspor Barang yang ditetapkan sebagal Barang yang
dilarang untuk diekspor.
(2) Importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang
dilarang untuk diimpor.
(3) Barang yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Menteri
Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:  44/M-
DAG/PER/7/2014 tentang Barang Dilarang Ekspor adalah pasir timah (bijih timah
dan seluruh konsentrat yang ada di dalamnya) merupakan salah satu barang yang
diekspor oleh negara. Adapun pengertian pasir timah menurut Lampiran Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang Barang Dilarang

Ekspor adalah bijih timah dan seluruh konsentrat yang ada di dalamnya

4"1bid. him. 25-27
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Pengaturan sanksi pidana terhadap pelaku yang mengekspor pasir timah sebagai
barang yang dilarang diekspor terdapat di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang mengatur bahwa eksportir yang
mengekspor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang dilarang untuk diekspor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara
paing lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak

Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).



[11. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelgjari satu atau

beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.®

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara

pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelgari, melihat dan
menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-
asas hukum, konsepsi, pandangan, doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan

sistem hukum yang berkenaan dengan permasalahan penelitian ini.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh
pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang
sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah
memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini
merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam

kerangka penemuan ilmiah.

“8Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta, Rineka Cipta. 1983, him. 43.
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2. Pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelgari hukum dalam
kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik
berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada

identifikasi hukum dan efektifitas hukum.
B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dilihat dari sumbernya dapat dibendakan antara data yang diperoleh
langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dai bahan pustaka®. Data tersebut
yaitu:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara melakukan
wawancara kepada narasumber terkait pertanggungjawaban pidana Pelaku tindak
pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara dan dasar
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan studi pustaka yang terdiri dari
bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, adalah berupa perundang-undangan yang terdiri dari:
1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana

3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

“91bid, him.11.
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4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan dengan
bahan hukum primer, terdiri dari:

1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 44/M-DAG/PER/7/2014 tentang
Barang Dilarang Ekspor

3) Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 734/Pid/Sus/2016.
PN.Tjk

c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat
membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan,

seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk
memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber
penelitian ini adalah sebagal berikut:

1). Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang =2 orang
2). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung =1 orang+

Jumlah =3 orang
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D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi

lapangan:

a. Studi pustaka (library research), adalah pengumpulan data dengan menelaah
dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan
perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan

b. Studi lapangan (field research), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan
data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang
dibutuhkan® Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview),
yaitu menggukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan

menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data

lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah

permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagal berikut:

a Seleks Data. Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui
kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang
diteliti.

b. Klasifikasi Data. Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah
ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan

akurat untuk kepentingan penelitian.

% 1bid, him.61.
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c. Sistematisass Data. Penempatan data yang saling berhubungan dan
merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan

sesual sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. AnalisisData

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara
dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan
dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab
permasal ahan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya
hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang
mudah dibaca, dimengerti untuk diinterprestasikan dan ditarik kesimpulan.
Penarikan kesimpulan dilakuan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan
berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lau dismpulkan secara umum dan

selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat digjukan saran.



V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana mengekspor pasir
timah yang dilarang oleh negara didasarkan dengan adanya unsur kesalahan dan
kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana, kemampuan terdakwa untuk
bertanggungjawab, tidak ada alasan pembenar dan pemaaf bagi terdakwa dalam
melakukan tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara.
Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara
selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000
(satu  miliar) rupiah subsider 4 (empat) bulan sebagai bentuk

pertanggungjawaban pidananya.

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku
tindak pidana mengekspor pasir timah yang dilarang oleh negara dalam Putusan
Nomor 734/Pid/Sus/2016/PN.Tjk secara yuridis adalah terpenuhinya unsur-
unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) jo. Pasal 112
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Hal yang

memberatkan yaitu terdakwa melanggar larangan pemerintah terkait ekspor, dan
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hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah

dihukum, dan sopan dalam persidangan.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana agar mengedankan
pemidanaan yang berorientas pada pembinaan terhadap pelaku, sehingga
penegakan hukum tidak hanya sebatas upaya menjatuhkan pidana terhadap
pelaku, tetapi juga sebagal upaya membina pelaku tindak pidana .

2. Masyarakat disarankan untuk membantu tugas-tugas aparat penegak hukum,
khususnya dalam hal memberikan informasi apabila terdapat hal-ha yang
berpotensi terjadinya tindak pidana mengekspor barang yang dilarang oleh
negara. Hal ini penting dilakukan sebagai masyarakat memiliki peran yang

sangat penting dalam membantu penegakan hukum pidana.
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